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BUPATI TASIKMAI.AYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR i .. .abu:; .. "

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMAI,AYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintatran yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya,
pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya dilarang menerima hadiah atau suatu
pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan
jabatan dan/ atau pekerjaannya;

b. bahwa Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2QLT
tentang Pedoman Pengendalian Gratilikasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan
perundang-undangan yang berlaku saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalcsud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 8 Agustus 195O|, sebagaimana telatr diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun lg50 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan [,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 285f );



2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Norvror 7s, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3SS1l;

3. Undang-Undang Nomor A1 Tahun lggg tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {L,ernbaran Negara
Republik Inclonesia Tahun tggg Nomor l4O, Tambahan
Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 3gZ4)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2OOl tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik trndanesia
Tahun 2GO1 Nomor 134, Tarnbahan Ixmbaran Negara
ftepublik Xndonesia Nomor AISOI;

4. Und*"ng-Undang Nomor 30 Tahun ZAOZ tentas:.g Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {Lembaran Negara
Republik Indonesia 'l'ahun 2AA2 Nomor ll?, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia No:nor 42SAl
sebaga.irnana tekh diubah beberapa kali. terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun zAW tenteng Perubahan
Kerlua ata$ Undang-Llndang Nomor 30 Tah.un ?rJO? tentang
K*misi F*mberanta$an Tindak Fidana Kon.l;:si {Lembaran
Negara Repuhli.k lnclonesia Tahun Z01g Nomor lg7,
'I'ambahan Lembaran hiegara Republik inrlonesia Nomor
6aOe):

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun ?014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5a9a);

6" i.lndzurg-Undang l*lornor ?3 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
"Iahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5587I sebagaimana telnh diubah
beberapa ka1i, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ZOZ2 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Z3TI;

7 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2oo8 tentang sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2oo8 Nomor L2T, Tambahan kmbaral
Negara Republik Indonesia Nomor a890);

8- Peraturan Pemerintah Nomor lz rahun zotr tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara^an pemerintahan
Daerah {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoLT
Nomor 73, Tambahan l"embaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 6041);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2A2l tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2L Nomor 2O2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67 L&l;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 fahuu 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2018 Nomor 1O8l;

Il"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2$2L tentang
Pernbangunan dan Evaluasi Zota. Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OZl Nomor 1571);

12" Perntura* Kortisi Pernberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pelaporan GratiJikasi (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nornor 1a38h

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalava Namor 1

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberntukan Produk
Hukum Daerah {tembaran Daerah Kabupaten Tasilmalaya
Tahun 2S16 N*mor ll;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya l{omor 3

Tahun 2O16 tentang Urusan Pemerint*han yang menjadi
Keu'enangan Pemeri.ntahan Kabupaten Tasikmalaya
(l,cn:.baran lJaerah Kabupaten Tasikmalay* 'l'ahun 2016
Nonror 3|.

MEMUTUSI(AN:

Menetaplcrn PERATURAII BUPA'I'I TENTANG PEDCIMA}'I PENCiENDALTAN

GRATIFIKAST DI LIi{GKUNCAI{ PEMtrRTNTAH DAERAH
I{AB U PATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1". Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikrnalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daeratr otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur p€mbantu Bupati dalam penyelenggaraan
urlrsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Pejabat/pegawai Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut
Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakit Bupati, Dewan Perwakilan Ralqyat
Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil, Dewan Pengawas



Badan Usaha Milik Daerah, Direksi Badan Usaha Milik Daerah, pegawai
Badan Usaha Milik Daerah, pegawai yang bekerja untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikm alsya.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah
lembaga negara yang independen dengan tugas dal wewenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

7- Lembaga Perlindungan Satsi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK
adalah lemb"gA nonstruktural yang didirikan dan bertangggng jawab untuk
meniurgani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban
bcrdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang.

a. (iratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uaag, barang,, rabat
(rtisr:ount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginaparn. perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma. dan fasilitas
la:nn-r'n, baik -vang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang
dilalrukan dengan nrenggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik.

9. Pengen <1r r-Iian gratifik:rsi adtrlaLtr suatu sistem yang bertujr'lan untuk
me nge nda.tikan penerimaan gratifikasi secara trarisPeiram dal akuntabel
melalui serargkaian kegratan yang melibatkan partisipasi aktif badan
pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungal
penger:d.i Iian grat ifikasi.

1O. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tasikmalal'a t'alrg selanjutnya
disingl<at UPG adalah unit kerja .yang bertanggung .1awab untuk
menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tas ikmalaya.

11. Pemberi gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang,
badan hukurn atau lembaga yang memberikan gratilikasr kepacla penerima
gratifikasi.

12. Penerima gratifikasi adalah pejabatl pegawai yang menerima gratifikasi.
13. Pelapor gratifikasi vang selanjutnya disebut pelapor adalah pejabat/ pegawai

gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG.

14. Konllik kepentingan adalah kondisi <1ari pejafut/pegawat yang patut diduga
memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengamhi pelaksanaan tugas
atau kewenangannya secara tidak patut.

15. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat/pegawai dalam
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.

16. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan
sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta
dan memenuhi prinsip kewajaran.

17. Rekan kerja adal,ah sesama pegawai di lingkungan intemal instansi di mana
terdapat interaksi langsung terkait kedinasaa.

18. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata
uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli

, l Er. r!.I+xsr t.irt\..rs t e4sa^: ---- :- pada hari tertentu.
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BAB IT

MAKSUD DAN TUJUA}'I

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada
pejabat/pegavrai dalam memaharni, mengendatikan dan mengelola
gratilikasi di Pemerintah Daerah.

l2l Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. mening!<atkan pengetahuan dan pemaharnan pejabat/pegawai tentang

gratifikasi;
b. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan

gratilikasi;
c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan

akuntabel di Pemerir:tah Daerah;
c1. membangun integritas pejabatlpegawai yang hersih dan bebas dari

kompsi" koiusi dan nepotisme: dan
e. meningkatkan kredibitritas dan kepercayaan publik atas perqrelenggaraan

la"r,arn*n di Pemerintah Daerah.

BAB III
KEWAJTEAN DAN LARANGAN

Pasal 3

(U Setiap pejabat/pegawai wajib menolak gratilikasi yang diketahui sejak awal

berhuhungan deng*.n jabatannya dan herlawanan ctengan kervajiban atau
tugasuya, meliputi gratifikasi yang diterima:
a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat dilua.r penerimaan

3',ang sah;
b" terkait dengan tugas dalam pro$es penyusunan ansgar{ill diluar

penerimaan yang sah;
c. terkait derlgan tugas dalam pro$es pemeriksaan, audit, monitoring dan

evaluasi diluar penerimaan yang sah;

d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang
sah/resmi dari Pemerintah Daerah;

e. dalam proses penerimaan/prornosi/mutasi pegawai;
f. dalam proses komurrikasi. negosiasi dan peiaksanaan kegiatan dengan

pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya
sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan
pihak lain;

g. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses
pengadaan barang dan jasa;

h. merupakan hadiah atau ssuuenir bagi pegawailpengawas/tamu selama
kunjungan kedinasan;

i. menrpakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, tpuctwr oleh
pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas
dan kewajibannya dengan Pemberi Gratifilw"si yang tidak relevan dengan
penugasan yang diterima;
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j. dalam rangka mempenganrhi kebliakan/keputusan/perlakuan
pemangku kewenangan; dan

k. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan
bertentangan dengan kewajiban I tugas pejabatl pegawai.

{21 Setiap pejabat/pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada
pejabat/pegawai lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB IV
PEI-APORAN DAN PENETAPAI{ STATUS GRATIFIKASI

Bagran Kesatu
Pelaporar: Gratifikasi

Pasal 4

(U Setiap pejabatlpegaw"ai wajib melaporkan penerimaan dan/atau pen*lakan
gr*tifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jaba.tan dan
berlaw*r:an dexrgan ke*ajitran atau tuga strya.

(21 Pelapora,n gratilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dikecualikan
terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut:
a. pemberian daiani kelumga yaitu kakek/nenek, 'bapaklihufmertua,

suarni/istri" anakfmenantu, artak angkat/wali yang sah, eucu, besai,
paman/hibi, kakak/adtklipar, seFupu dan keponakan, sepanjang tidak
terdupat konflik kepentingan;

b. ke*ntungan atau bunga dari penempatan dana, inrrestitsi atau
kepemilikan saharn pribadi yang berlaku urnum;

c. mr*rd'aat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau *rga.nisasi yang

sejenis berdasarkan keanggotaan 3'ang berlaku um:-lm;

d. perangfuat atau perlengkapan yang rliberikan kepada peserta dalam

k*giatan kedinasan seperti seminar, workslwp, konfurensi, pelatihan,
atau kegiatan sejenis yang berlaku umum;

e. hadiah tidak dalam bentuk uaflg atau alat tukar lainnya, yang

dimaksudkan sebagai alat promcsi atau sosialisasi yang menggunakan
logo atau pesarl sosialisasi, separ$ang tidak memiliki konflik
kepentingan dan berlaku umum;

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau
kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan

kedinasan;
g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan

peningkatan prestasi kerja yang diberilcan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, wuch.e4 point rewards, atau
suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang
tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat
konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturanlkode etik
pejabat/ pegawai yang bersangkutan ;



j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti

honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah

ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima

gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat

konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di

instansi penerima gratifikasi;
k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti

pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis,

khitana::, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut,

pensiun, promosi jabatan;

t. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahirun, akikah,

baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan

batasan nilai sebesar Rpl-oo0.ooo,oo (satu juta rupiah) setiap

pemberian;
m. pemberizur terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri

penerima gfati{ikasi, suami, isfi, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau

menanru penerima gratilikasi sepanjang tidak tcrdapert konllik

kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;

n. pernberian sesama rekan kerja dala:rr rangka pisah samhut, pensiun,

mutpsi jabatan, atau ulalg talrun yang tidak dalam bentuk uang atau

alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

rupiah) setiap pmberian per orang, dengan total pemberian tidak

melebihi Rp1.000.0o0,00 {satu juta rupiah} daiam 1 {satu) tahun d'ari

pemheri _vang sama, sepanjang tidak terdapat kon{lik kepentingan;

o. pembenan $esama rekan kerja yar:g tidak dalam bentuk uang atau alat

rukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan patring b*nyak senil'ai

Rp20U.oo0,oo (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang,

clengan total peruberian tictak melebihi Rpl'00tt.fi00,fi* {satu juta

n.rpiah) dalam I (satu| tahun dari pemberi 1'ang sama;

p. pemberian berupa hidangan atau uajian yang berlaku uruum; dan

q. pemberian cend,era rnatalplakat kepada instansi dalam rangka

hubungan kedinasatl sepanjang tidak diberikan untuk individu

pejabatlPegarvai.
Dalam hal pejabat/pega*'ai menerima gratilikasi yang tidak dapat ditolak

sebagaimana d,imaksud pada ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman

yanJ mudatr busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib

menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai

bantuan sosial.

Pasal 5

Dalam hal penerimaan gratifrkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan

harga pa$il Pada saat Pemberiarr.
Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dafam Pasal 4, dalam bentuk

valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan kurs tengah valuta

Bank Indonesia pada tanggal penerimaan'

v

t3)

(1)

{21
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Pasal 6

(1) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (U
dilalrukan dengan cara;
a. disampaikan kepada KPK paling iambat 30 {tiga puluh} hari kerja sejak

gratilikasi diterima/ ditolak; atau
b. disampaikan kepada I(PK melalui UPG rtalam jangka waktu paling lama

1O {sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak.
t2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat tU huruf b wajib meneruskan

laporan gratilikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 {sepuluh) hari
kerja sejak tanggal laporan gratiEkasi diterima.

(3) Lap<;ran gratifikasi sebagaimt!"na dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap
apabila sekurang-kurangnya mernuat;
a. identitas pela.por gratifikasi berupa nomor induk kependuduka.n, nama,

alamat lengkap, dan nomor telepon;
b. informasi pemtreri grati{ikasi;
c. jabati:n pelapor gratifikasi;
d. tempat dan waktu penerimaan gratilikasi;
e. uraian jenis grati{ikasi yang diterima/ditolak;
f. nilai Bratifi.kasi yang diterima/clitolak;
g. kronologis peristiwa penerimaanlpenolakan gratifikasi; clan
h. bukti, dokumen, atalt data pendukung terkait iaporan graulikasi.

(4) Laporan sebagairnana dimaksud pada eyat {t} di*ampaikan d,aianr bentuk
tertulis, $urat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan rnekanisme yang
berlakr-r.

(51 Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat t4l diial*sanakan
sesuai d*ngan pedoman pelaporan gratifikasi KPK.

Bagian Kedua
Penetapan $tarus Gratifikasi

Pasal 7

(i) Penetapan status kepemilikan gratilikasi ditetapkan oieh KFK berupa:
a. gratifikasi milik penerima; atau
b. gratifikasi milik Negara.

(2t Terhadap gratifikasi yasg telah ditetapkan trerstatus milik penerima
sebagaimana dirnaksud pad;r ayat {1} huruf a, UPG menindaklanjuti dengan
hal-hal sebagai berikut:
a. apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau

barang, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor gratifikasi untuk dapat
rnengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG atau kantor
KPK dengan membawa bukti surat keputusan penetapan kepemilikan
gratifikasi; dan

b. apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uarlg dan/atau
btrrang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor gatifikasi perihal
status kepemilikan gratilikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut
dapat dimardaatkan oleh pelapor.
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{3} Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf
a tidak diambil oleh pelapor gratifikasi dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) tahun sejak gratilikasi ditetapkan milik penerima, objek gratitikasi
diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah
diinformasikan kepada pelapor gratffikasi secara patut.

{4} Terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b, UPG menindaklanjuti dengan
hat-hal sebagai berikut :

a. apabila pelaporan gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang
dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan I(PK agar uang
clr,in/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan
pe raturan perundang-undangan ;

b" apabila pelaporan gratifikasi tidak disertai dengan penyeraha.n l-rang

danlatau trarang, r*aka p*lapor gratilikasi wqiib menyampaikan
gratifikasi secara langsung kepada KFK atau melahri UPG; dan

c. pr:nyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada iruruf b,
sepenuhnya merupnkan kewajiban pelapor gratifikasi dan wajib
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima surat
keputusan penetapan kepernitikan Gratifikasi oleh Pelapor Gr*tifi kasi.

t5l Terhaciap gratiiikasi _r,ang berstatus milik Negara sebagaimana dimaksud
pacla a.rat (4|, UPG berkoordinasi dengan KPK.

BAB V
U}UIT PEF{{}BNDALIAN GRATIFIKA$I

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 8

tU Dalam rangka melaksanakan program pengendaLian gratilika.ci dibentuk
UPG.

{21 Susuna:: ke*ngSlotaan UPG sebagaimana dimaksucl paCa aytrt (1}, terdiri
dari:
a. Pembina : Bupati.
b. Pengarah : Sekretaris Daerah.
c. Ketua : Inspektur Daerah.
d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah.
€. Anggota : 1. lnspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat

Daerah.
2. Auditor pada Inspektorat Daerah.
3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah pada Inspektorat Daerah.
4. Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas di setiap

Perangkat Daerah.

t3) UFG sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam mel,aksanakan tugas,
dibantu Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG.

t4) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebs8aimas* dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 9

(1) Dalam menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi, ketua UPG atas
nalna Bupati meminta satu orang pegau.ai di setiap Perangkat Daerah yang
akan bertugas meiakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan
kegiatan dan yang berindikasi gratifftasi di Perangkat Daerah masing-
masing.

(21 Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
ditetapkan dengan Keputusa:r Elupati.

Bagran Kedua
Tugas dan lVewenang

Pasal 10

UP0 mempunyai tugas sehagai berikut:
a. rnenerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan peuerimaan

grati$kasi dari pejabat/pegawai;
b. m*nerima dan mengadministrasikan laporan penotrrnkan gratifikaei, dalalrl

hal pejabat/pegawai melaporkan penolakan gratilikasi;
c. meneruskan laporan penerirnaan gratilikasi kepada I(PK;
d. melaparkan rekapitulasi laporan penerirnaan dan penolakan gratifikasi

secara periodik kepada I(PK;
e. men,'ampaikan hasil pengelolaan laporan penerimarut ilan penolakan

gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Bupati;
f. melakukan sosialisasi ketentuan gratifrkasi kepada pihak internal dan

eksternal Pernerintah Daerah, dan Badan Usaha Miiik Daerah;
g, melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya

penetapan status barang tersebut; dan
h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian

gratifikasi.

Pasal 1"1"

Terhadap gratihkasi ynng ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG

ber-wenang menentukan pemanfaatanny* sesuai rekomendasi KPK yang meliputi:
a. dimanfaatkan oleh Penreritrtah Daeralr untuk keperluan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;
b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
c. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau
e. dincusnahkan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang
UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur Daerah selaku ketua UPG.
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BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 13

(U Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran
terhadap Peraturan Bupati ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara
langsung atau melalui pos/e-mail Sekretariat UPG.

(21 Pejabat/pegirwai atau pihak ketige yang melapor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1| dijamin kerahasiaannya"

Pasal 14

(U Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian gratifi.kasi di
linglmngan Ferangkat Daerah noasing-masing.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian gratifiknsi sebagaimana dimaksud pada
ayat tU, Kepala Perangkat Daerah d^apat membentuk tim pengendali
gratilikasi-

(3) Inspektur Daerah bertanggung jawab atas pengawasa$ pe}aksanaan
penger: dairan grati{ikasi di lingkungan Penaerintah Daerah.

(4) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

{3} kepada Bupati.

Pasal 1.5

(U Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah wajib membuat surat pernyataart
komitrne n penerapan pengendalian Gratifikasi.

(21 Sur"at pernyataari sebagain:*na dimaksud pada ayat il) dibuat setidak-
tidalarya 2 (dua) kali dalam setahun pada ekhir bulan Juni dan akhir bulan
Desember setiap tahun.

(3) Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2| disampaikan kepada
Bupati meialui UPG.

t4l Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(51 Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (i l diiakukan di lingkungan Perangkat Daerah yang

menjalankan fungsi pelayanan publik.

t6l Pengawasan kepatuhan atas kewajiban membuat surat pernyataan tentang
penoLakan, penerimaan danla.tau pemberian gratifikasi secara periodik
sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dilaksanatran oleh Inspektur Daerah.

BAB VII
HAK DAN PERLINDUNGAI.I

Pasal 16

Pelapor gratifikasi yang beritikad baik berhak untuk:
a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan

gratifikasi;
b. memperoleh informasi perkembangan laporan gratifikasi; dan
c. memperoleh perlindungan.
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Pasal 17

(U Pelapor gratilikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
a. pertindungrm dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat

administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor,
namun tidak terbatas pada penurunErn peringkat jabatan, penurunan
penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau
hambatan karir lainnya;

b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau
ancafllan frsik;

c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah
Daerah; dan

d" kerahasiaan identitas.
(2) Setiap pejabat pada Pemerintah Daerah wajib meurberikan perhndungan

rerhadap pejabat/pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(31 Setiap pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan

di*kriminatif atau tindakan -yang merugikan pejabatlpegawai karena
me laporkan gratilikasi.

(4) Daiam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada pejabat/pgawai
ka:-ena melaporkan gratifikasi, pejabat/pegawai dapat meminta
per-lindungan kepada LPSK atau instansi lain yang berwenang berdasarkan
peratlt ran peru ndan g-undangarr.

(5) Pelapor nrenyarnpaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui
ketua IJPG dengern diternbuskan kepada I(PK.

Pasal 18

(U Pejabat/pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratilikasi dapat

diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.
(21 Penilaian kinerja sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} dapat diiadikan

pertimh,angan dalam kebijakan promosi peg,awai atau insentif.
(31 Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dart

ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB \IIII
SANKSI

Pasal 19

Pelanggaran yang dilalcukan oleh pejabat/pegawai terhadap ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
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BAB Ix
PEMBIAYAAN

Pasal 2O

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasilmalaya
Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian GratiEkasi di Linglrungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmaiaya (Berita Daerah Kabupaten
Tasilcrnalaya Tahun 2017 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal22

Peraturan Bupati ini mulai bertraku pada tang8al diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya" mernerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten Tasikmalaya.

pengundangan
Berita Daerah

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal' --' ?-2022

t' IT TKMAI"AYA,\)
o

*

n.l SUGIANTOtR MA

Diundangkan di
pada tanggal-'-

87 ,(M A

DAERAH
IKMALAYA,

ZE,II

arna
. ::.2

u
E
ulr

*....4t

ETDA
*

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR :

4
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PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMAI,AYA

A. SURAT PERI{YATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALI"AN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

LOGO

PERI{YATAAN KOMITMEN

PENERAPA}.I PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI UNCHUNGAN PEMARINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Ta*ikmalaya b*rknmitrren u*tuk metrrapl<an gura mendukurrg upa!'g
pcmbcrentasan tlndak pidana konrpsi di lingkxngan Fcrrerintah l}aerah lfubupaten Tasiknalaya dengan ptineip
prinsipw:@ar brrikut:
1. Ferncrinteh l*jarrah Kabupaten Taaiknralaya tidak akan rnenasarkan atau member:kan, mcminta atau

menerima gratifika*i dalam tnntuk apapu{r baik lepada dan/atau dari perceorangan atarr kelembagaan,
lemtlagn trremeri.ntah, perusalranrr domegik atau perus&haan asing untuk aetldaPstkan trrhagai bsutuk
manlast sr-b*g6ir0ana dilaraug oleh pcraturan penrndang- undengen.

2, Feperintsh Ducrqh l(ebupetsn Tasiknaley* berterE8u{rg ja*zb merc*gah dan urcxgupt4,ukan pt*cegahan
korupei di i:lrgkuflgan Pcuerifltah Daerah Kabqraten 'tam-trmataya dengan me*ingkatkan iflt(tsrits.s,
pengawa$an, darr perbaitrral sistem .*surd dengan tuga.e dan fungsirya.

3. Pe6erintah tlaer*h Kabupatrrr Ta*iknal*.1,a akan menr.rapkan dgr mels.ksanakan irngsi perrgendalian
gratililcsi di ingk*ngan Pemerintah Darrah L?bupaGn TasikrnalaSa.

4. Pemcrintalr naerah l{abupoten Taeiknraia5:a akan mernpersiapkan antErran yang diperlukan dalam peineffipail
pengendalian gruti$lesl di tingkungxn Pemenslatr Daersh K*bupaten Tasikrnalaya, 1,ang nreliputi antara
lain kegiatan Fe:n u$unan at\rran, 'l'ruin*q r$ Trainers {Tot}, mrialieaai/diaeminasi! prmroffeBan pelapuan
pefi€nmafixr hadi*h/f-asilitas strm monitorin$ dnn evaiuasi"

5. Pemcrintrh [ir,i*rali lfti]ripot€n Tasikrnalaya akan Berryediakan aumber dala manusia, termaeuk membentuk
pelak*ana pengiffidalisn patifikasi ya*g bctugas untuk Eener+]ar pengendaiinn gratillkasi di ltuglrungBrl

Femerintalr Daereh lhbupaten Tasikmalaya

6. Feaerintah Daerah Kabupaten ?aslkmalaya atan menjqa kerahadaan date pelapor peneri$a
hadiah/faaihra+ krpada pih&k menapun, kccuali diminta bcrdasarkan peraturan parunelang-undangnr.

Drmikian pernyataan iui dibuat untuk me${jndkalr Fernrrintnh Da*Eh Kebupntcn ?usil*ra}qya yang bnik dan
bersih,

Mcrryakaikan
KEPALA KA]AKSAAN NEGERI KAIIUPATEN TASITMA,L,4\?.

TCAilA XEPALA X&TAIISAAIT TEGERI
I(ABUPATEII TASIXTAI"AYA

Singaparna, ffergatl * (Iahun|

BUPATI TASIKMAIiYA,

trAXA KEPALA DAEBAII
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PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMAI.,AYA

A. SURAT PERI{YATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH I{ABUPATEN
TASIKMALAYA

LOGO

PERNYAfAAN KOMITMEN

PENERAPAN PEI$GENDAIJAN GEATIFISASI

DI UNGKUNGAN PEMERIMAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Bupati Tacikmalaya berkomitrnen untuk menerapkan guna mendukung upaya

pemberantasan tindak pida::a korupsr cli lingkungan Pemerintah Ilaerah lkbupatn tadlmataya dengan prinsip
prinsip eebagni berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidalc akan me'nawarkan atau membenkan, meminta atau

mcnerima Crati{ikaei dalam b*ntuk epapun baik kcpada dan/ateu d&ri perseorangan atau keleabagaan,

lembaga pemerintah, perusshaan domcstik at*u penreabaan asing untuk uendapatkan berbagai bcntuk
mqnfent setrags.imana dilarang olelr peraturan perundang- qldnngan.

2. Fcrnerintah Daereh liabrrpaten Taaihalaya bertanggurrg jawab mcncegah dan merrgupayakan pencegahen

korupsi di lingkun6nn Pernerintah Daerah Kabupatcn Thsilonalaya dcrrgan meningkatkan integritaa,

p€ngalracan, dan perbaikan 6ist"m sssuai dcngan tugaa dan fungsinya.

3. Pcmerintah Daerah Kabupaten Tasilanataya alsan menerapkan dan melaksanakan fungsi pcngendaliart

Gratj{ikasi di tin$<ungan Pemerintah Dasratr Kabupaterr Tarihulaya'

4. Femerintah Daerah l(abupaten Tasikmaiaya akan mcmpersiapkan anggaran yang diperlukan dalaa pcnerapan

pengendalianCratifika*idilingkunganPemerintahflaerahlkbupatenTasikma!,raya,vangmeliputisntara
htn kegiaran penyu6unan atu-ran, ['rafuing oJ" Traiturs {ToTl, soaiatisasi/dieeminasi, pemroeeecr pelaporan

pctrerimaatl hadiafr/fasilitas €erta monitonng dffn eealuasi.

S. Fcmerintah Daerah Kabupatcn Tasikmalaya akan mcnyedial*:rn eumber daya. manusia, tcrmasuk membcntuk

pctatesna pengeldalia* Gratifikaai yang bcrtugar untuk B€neragkan pengendalian Cratifi&aei di lingkuosao

PeoreriEtqtr Dacrah Kabupaten Tasikaal*ya-

6. Pemeriatatr Daerah lftbupaten Tasilcomlaya ahan menjaga kerahasinan data pelapor pcnerima

hadiah/fasilitas kepnda pih^sk manapun, kecuali diminta berdararkan pcraturan perundang- qldnngan'

Dcmikian psr1yafean rni dibu&t gntuk rne$.-qiusikan Peilrerfttah llanrah !(*b.uparrn ?aaikrnalaya yeng baik dan

bersih.

Menyakrika:r
KEPAI"{ IG.'AIGAAN NECERI IfiBUPATEN TASIKMAI"AY.T

T'ilA XDPII,A IG.'AITSAAT TEGERI
ITAAUPATEI{ TASIBTALITYA

Singaparna, pangat) - ffahun)

BUPATI TASIXIIIALAYA,

rAtA TTEPALA DAERAE

I

I

I
I
I

I
I

I

I
I
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B. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH

q )

*

\)

PENGENDALIAN

TASIKMALAYA,

UGIANTO'to
\ ,rM Al

LOGO

PERITYATAAN KOMTTMEN

PENERAPAT,i PENGENDALTAN CRATIFIKASI
DI LINCKUNGAN (NAMA PERANGKAT DAERAH)

(Nalua Perarytst D6ah) berkomitmed untuk meneIapkan p€lgcodalian gretifikasi gun6 nle"tldukuBg upaya
peabcrantalan tindak pidsna konrtBi di lingtun8An {Naoe F...ntket Da.@trl dcngan prinlipprin8b ebsAci berikut:
1. (NaEa hrangkat Daemh) tid.k ekdr rrcnaniErtas atau E EbctiksE, a.EiEta atau @neriEa gatifikaEi daLru

b.ntuk apApuo bai( kepsde dan/atau dEJ'i p€r6ec8.DSan atru kelcBbagsa!, lcabaAa p.Dertotah, perusahatn
domeEtik atau p€fusahaan a.sint untuk merdapstkgtr berbagai beotuk Baorsat s.bsgaiBsna dilarang olch
p6letirran Derundarg-uldanAan,

2. {fall.oa Pero{kat Dscrth hansguru japab Ecncet8h dan oengupeya&an peoc.tBha! korupsi dt lingkungan
ilter!1a Ferasgkat Daerah) dcnsm nenioghtfrn integritro, pengaeasao" drn perbaikrtr siatlm l.auar dcngan tugEa
dnn jirafsiay&

3. tNaEs kranElat Daerahl ake! !trenerapkan dan tnel,akaetlekgn funtsi p.atcndallan Sratifki8i (b lintkuntan
(NtrrEA l'errngkat Daemhl.

4. (Nama rtrsntkat Dacra}) dksi aeruperciapkaD an&garan yang diperlulqn dalam pcarrapqlr p€ngendelisn
grarilik si di linSkungan (Name PerrnFlat Daerah), ying Beliptti antara lain krgiatan Ftryu.ulel nturnn, Troini4gr

of T,?i,rats lTdll, sosialjsasi/diseminasi, p€Brrolegnn !,elaporan p€rerim&rn hadiah/fasilirao .etta mot\itorlag dan
avaluasi.

5. (t{atrr Pera glat Da€mhl aksn menyediakan aumb6 dal.a lnanuaiso tcfma.suk medlrcntuk pel6k6ane i}engcndaliatt
gratifikGi yatrg be.tugas uttuk x!.enqapkan pcntendelirn grafifikasi di Iingkungar (Nama lrela]rtkat Dilerahl.

6. (t{alu.i R.rarlgkat lleerohl aka! menjaga k.rahasiaan deta p.Lp6 pcnerirna badiab/faiilitau kepsda pihak
maoapua. i..cruali dimirrtrr berdarsarliai pratutan pcru[dang_undangan.

Demildan pcrnt at:{rr uri dibuar untuL rneE{judkan lir4kurean (Nada Prtantl..t D.crah) }aflg bail ddrl be;:Bih

NAMA XEI'ALA iJERA\';IIT DAER.A}I

,. ,1,

Ll,'
slll'Ai." 
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iAi ,E; iii r. tl.

I(AU.A KEPALA KEJAI(sAAT iECERI
KABI'PATI,I'AAIXXALAYA
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